UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1953
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA
DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKY AT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Mengingat pula

Menetapkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

perlu untuk mengadakan peraturan tentang pemberian tunjangan
yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 tentang kedudukan
keuangan Ketua dan Anggota-Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Pasal 90 ayat | dan pasal 92 ayat |- Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN
BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
diberikan tunjangan yang bersifat pensiun selanjutnya disebut "pensiun-D.P.R." - yang
memberatkan anggaran belanja Negara, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal

berikut.
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Pasal 2

Pensiun termaksud dalam Pasal | di atas ini- diberikan atas dasar lamanya masa

jabatan.

Jumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tigp satu bulan masa-jabatan 1/2% (setengah

persen) dari dasar-pensiun dengan ketentuan, bahwa sedikitnya diberikan 3% (tiga

persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari dasar-pensiun.

Dasar-pensiun ialah jumlah yang sama dengan.

a. untuk bekas Ketua. ggji sebulan termaksud dalam Pasal | ayat 2 Undang-undang
Tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Undang-undang No. 6 tahun 1951 ),

b. untuk bekas Anggota. uang tunjangan penuh sebulan termaksud dalam Pasal 3 ayat |
undang-undang tersebut dalam huruf a di atas.

Untuk perhitungan pensiun-DPR, maka.

a. dengan "masa-jabatan” tiap-tiap kali dimaksudkan, masa antara tanggal satu dari
bulan berikutnya tanggal seseorang dengan resmi mulai memangku jabatannya
sebagal Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
tanggal satu dari bulan berikutnya saat ia meletakkan jabatan itu atau saat ia
meninggal dunia,

b. masa dalam mana seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak menerima
tunjangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat | huruf a Undang-undang
No. 6 tahun 1951, tidak dianggap sebagai masa-jabatan,

c. masa selama seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu yang lampau
menjabat Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Senat Republik Indonesia
Serikat dan Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pertimbangan Agung
Republik Indonesia dahulu, turut diperhitungkan sebagai masa-jabatan,

d. masa-jabatan yang dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam huruf a, b dan c di
atas, dibulatkan ke atas menjadi setengah tahun.

Untuk Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-pegawai negeri, maka masa-jabatan

tersebut dalam ayat 2 ini tidak boleh mengurangi masa-kerjanya sebagai pegawai negeri

guna

Pasal 3

Pensiun ini diberikan oleh Presiden dengan Surat Keputusan.

Untuk mendapat pensiun menurut Undang-undang ini, maka Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat harus mengajukan permohonan dengan tertulis untuk Ketua atau
para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkepentingan kepada Presiden dengan
perantaraan Menteri Urusan Pegawal dengan disertal surat-surat pengangkatan dan
pemberhentian atau surat-surat resmi yang menunjukkan lamanya masa-jabatan
termaksud dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang ini.

Pensiun ini mulai dibayarkan untuk bulan berikutnya yang bersangkutan meletakkan
jabatannya.
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